WARTAWAN

LSM ASR Soroti Jalan di Mangottong Tanete
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Kondisi jalan di Mangottong, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, yang
hingga kini belum juga diperbaiki setelah dilakukan pengupasan aspal.

BARRU- Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Supremasi
Rakyat (ASR), Erwin Habib, melakukan kontrol sosial terhadap kondisi jalan di
Mangottong, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi




Selatan, yang hingga kini belum juga diperbaiki setelah dilakukan pengupasan
aspal.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ruas jalan tersebut dibiarkan terbuka selama
berbulan-bulan dan membentuk kubangan besar. Kondisi ini dinilai sangat
membahayakan keselamatan pengguna jalan serta mengganggu aktivitas
masyarakat sekitar.

Erwin Habib menegaskan bahwa pembiaran tersebut merupakan bentuk
kelalaian pihak terkait dalam menjalankan tanggung jawabnya, terlebih jalan
tersebut merupakan jalur poros yang cukup padat dilalui kendaraan.

“Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi sudah menyangkut keselamatan
masyarakat. Jalan yang dibiarkan rusak seperti ini jelas berpotensi menimbulkan
kecelakaan,” tegas Erwin. (27/1/2025).
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la juga mengungkapkan bahwa ruas jalan poros Pekkae—Soppeng diketahui
telah dianggarkan baru-baru ini dana sebesar Rp7.686.088.000. Namun
demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya lubang dan kubangan di
sejumlah titik jalan.

Atas kondisi tersebut, LSM ASR mendesak instansi terkait untuk segera
melakukan evaluasi serta menuntaskan perbaikan jalan secara menyeluruh dan
bertanggung jawab.

Erwin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan
anggaran publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

LSM ASR berkomitmen akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan



terhadap segala bentuk kegiatan pemerintah yang berpotensi merugikan negara.

(red-jni)



